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BUPATI MALUKU TENGAH

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR O3 4 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

SENSUS BARANG DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

BUPATI MALUKU TENGAH

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu ditetapkan Petunjuk
Teknis.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Teknis Sensus Barang Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tntang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah
Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor
111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645),

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian sebagaimana telah dibubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 304 1),4

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor & Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
kabupaten Maluku tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000
nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896):

4, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
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8,
Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat
dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3896),

6. Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nornor 4355),

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tumbuhan Lembaran Negara Nomor

4400):
8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Nomor 4844):

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemrintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438):

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234),

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1979 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran
Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3137),

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578):

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4588):

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah,

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
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Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13N
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Falun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah



16. Peruturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah:

17, Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewengan Kabupaten,

18, Peraturan duerah Kabupaten Maluku tengah Nomor 12 Tahun 2009

tentang Pengelolaan Barang Milik Duerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 59),
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 tahun

2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerahI (Lemburun Daerah kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009Nomor

r bl):

y 240. Peraturan Bupsi Nomur 08 Tahun 2011 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Maluku Tengah
(Lembaran Ducrah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor
49):

21. Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2011 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah
(Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor
S0),

22. Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penetapan Rincian
Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Kabupaten Maluku Tengah:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG PETUNJUK
TEKNIS SENSUS BARANG DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

a. Barang Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli
atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Maluku Tengah maupun yang berasal dari
perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak
bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan
satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbangtermasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-
surat berharga lainnya:

b. Sensus Barang Dacrah adalah kegiatan Inventarisasi yangdilaksanakan secara khusus dan menyeluruh untuk
mengakuratkan pelaksanaan pencatatan semua barang milik
daerah Kabupaten dan barang Provinsi serta Barang Inventaris
Milik Nagara yang digunakan /dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten
dengan cara pencocokan data yang tersedia dengan kondisi
lapangania25. langsung terhadap barang-



c. Tersedianya informasi akurat yang dapat g:

perencanaan, penentuan kebutuhan, Pangan MANlaatkan santa

penyimpanan dan penyaluran, Pemeliharaan, Pengadaan

pengendalian, pemberdayaan/pemanfaatan dan Penghapusan,

barang milik daerah, Pengamanan

d. Terlaksananya pemutakhiran dan Legalisasi statu.
.

8
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barang mnilik daerah pada tiap SKPD/BUMD/Unit Kerja PENAAn

Pasal 6

Pen

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
Pada Tanggal "9 Mei 2013

Ditetapkan di Masohi

Pada tanggal (8 Mei 2013

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2013 NOMOR

ATI MALUKU TENGAH£

TUASI BUA

SEKRETWARIB DAERA

|, KABUPATE MILUKU

UMARELLA IBRAHIM


